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Pengantar Editor  
 
 
 
Selama 20 (dua puluh) tahun lebih era reformasi telah 
dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 
Berbagai upaya perubahan telah dilakukan oleh pemerintah 
baik dalam bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia 
(HAM). Pemerintahan reformasi telah “melahirkan” hal-hal 
baru dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara seperti 
penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung, 
pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung, 
pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang jumlahnya 
cukup siginifikan, pembentukan berbagai peraturan 
perudang-undangan yang baru, dansebagainya.  
 Namun demikian, berbagai perubahan tersebut tentunya 
masih perlu dikaji, dievaluasi, dan bahkan dikritisi. 
Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah perubahan-
perubahan tersebut telah membawa Bangsa Indonesia lebih 
baik atau malah menjadikan Indonesia lebih buruk. Terkait 
dengan hal tersebut, para penulis dalam buku ini mencoba 
mengkaji berbagai perubahan-perubahan dalam bidang 
politik, hukum, dan HAM di Indonesia yang terjadi setelah 
20 tahun setelah pemerintahan orde baru. Adapun para 
penulis yang berkontribusi dalam penerbitan buku ini adalah 
Abdul Manab, Insan Fadli, Trio Angga Laksana, James 
Panggabean, Moch. Marsa Taufiqurrohman, dan Misbahul 
Ilham. 
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 Dari isu-isu hukum, politik, dan masalah korupsi, 
beberapa penulis dalam buku ini mengulas tentang 
penerapan hukum dan penegakan hukum pidana. Misalnya, 
tulisan dari Abdul Manab yang fokusnya adalah masalah 

pertanggungjawaban pidana partai politik, khususnya  dalam 
hal terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
pengurus atau seorang kader partai. Pendekatan 
perbandingan dengan Amerika dan Belanda diuaraikan 
secara sekilas dalam upaya revisi peraturan perundang-
undangan yang mengatur masalah peratnggungjawaban 
pidana korporasi, khususnya yang berhubungan dengan 
korupsi oleh partai politik. Sementara, tulisan Insan Fadli 
yang menyoroti masalah interpretasi penyalahgunaan 
wewenang dalam rangka penegakan hukum pidana dalam 
perkara tindak pidana korupsi. Metode interpretasi yang 
digunakan adalah metode interpretasi modern. Kemudian, 
fokus tulisan dari Trio Angga Laksana adalah menyoroti 
masalah restorative justice sebagai paradigma baru dalam 
sistem peradilan pidana Indonesia.  
 Dari isu-isu kebijakan publik, para penulis mencoba 
mengetengahkan diskusi tentang reformasi kebijakan publik. 
tulisan James Panggabean menyoroti perubahan pelayanan 
publik setelah pemerintahan Suharto, dimana penulis 
berargumentasi bahwa sejak tahun 2005 telah terjadi 
peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat menekan 
tindakan koruptif. Kemudian, tulisan dari Moch. Marsa 
Taufiqurrohman membahas isu tentang penerapan ambang 

batas Pemilu di Indonesia terkait dengan upaya reformasi 
pemerintah dalam bidang politik. Penulis menyatakan 
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bahwa sistem yang sekarang dibangun semestinya dikaji 
ulang dalam rangka membangun demokrasi yang lebih baik.  
Sementara itu, tulisan dari Misbahul Ilham mengetengahkan 

tentang isu distribusi lahan pertanian dan kebijakan pangan 
di Indonesia. Dalam argumentasinya penulis menyampaikan 
bahwa masalah alih fungsi lahan menjadi hal yang patut 
dikaji juga selain hanya mengejar swasembada pangan.  
 Berbagai perspektif dan gagasan yang dikemukakan para 
penulis tersebut tentu berangkat dari pengalaman, 
pengkajian, dan analisis sesuai bidang keahlian masing-
masing penulis. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan 
pemahaman akan sangat mungkin dirasakan oleh sebagian 
para pembaca. Hal ini justru merupakan sebuah kewajaran 
dalam dunia akademis dalam mecari dan menemukan 
berbagai sudut pandang terhadap satu isu yang sama. 
 Semoga kehadiran pemikiran dari beberapa penulis 
dalam buku ini dapat memperkaya wacana dalam 
mencermati pekembangan hukum, politik, dan HAM di 
Indonesia setelah pemerintahan Suharto. Selamat membaca, 
dan semoga kehadiran buku ini juga memberikan manfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan.  
 
 

Jember, Oktober 2019 
 
 
Editor 
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harus disertai dengan keseriusan melalui implementasi dan 
penegakan yang baik. Hal ini untuk menghindari praktik 
yang tidak baik dalam penentuan harga. Untuk negara-
negara berkembang, intervensi pemerintah terbatas adalah 
cara terbaik untuk mendukung pengembangan pembelian 
dan penjualan harga makanan agar tetap pada harga yang 
wajar.  
 Di sisi lain, di atas telah dijelaskan bahwa pembangunan 
infrastruktur pertanian sangat diperlukan dalam mendorong 
efektivitas petani dalam mengelola lahan pertanian dengan 
baik, tanpa risiko yang akan membahayakan baik para 
pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Oleh karena 
itu, penting bagi pemerintah pusat untuk mengelola dengan 
baik semua peraturan dan kebijakan yang ada dengan 
implementasinya khususnya dalam pembangunan daerah 
(membangun dan meningkatkan kapasitas pangan domestik) 
sebagai perwujudan dari implementasi Undang-Undang 
Otonomi Daerah dan juga telah diamanatkan dalam UU 
Pangan.  
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